
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Peremamil Pembangunan Nuional

SALINAN
KEPT]TUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 1,34IM.PPN/HK / 09 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPLITUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI-{ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KXP. 10s/M.PPN/HK / 06 / 2022
IENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH
TRA D E S UPPO R T FA CIL I TY (T ST)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa dalan rangka penunjukan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional selaku coordinating agency proyek hibah Trade
Support Lbcility (TSF) periode 2019-2023, perlu dilakukan
koordinasi seluruh implementing asency yang
be r anggotakan Ke menterian / Ir ntb aga terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimban gan xbagaimana dimaksud
dalarn huruf a, telah dibentuk Tim Koordinasi Strategis
Proyek Hibah Trade Supplt Facility (TSD yanS
keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Perencanaan Pembangwan Nasional/Kepala Badan
Perencanan Pembangunan Nasional Nomor KEP.

105/M.PPN/HK / 06/ 2022;

c. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi
dengan mengubah susunan keanggotaan Tifi seb"gaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan pentbahan
terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangwnan
Nasional/Kepala Badan Perencan aan Pembanganan Nasional
Nomor KEP. i OSIM.PPN/HK / 06/ 2022 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah Trade Supprt Facility
(TSF);

d.bahwa...



Mengingat

d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam
lampfuan Keputuun ini dianggap mampu dan memenuhi

Wrsyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai
anggotaTim Koordinasi Strategis Proyek Hibah Trade Supprt
Facility (TSt);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 124, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, tentang Anggaran
Pendap^tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
241,Tambahan lrmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
67s5);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O1l tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjanun Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah;

4. Peralr;:an Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentan9 Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018:.

5. Peratvr^n Presiden Nomor 67 Tafutn 2019 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2079-2O24;

6. Pera;i an Presiden Nomor 68 Tahun 2Ol9 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2O2l;

7. Peraturan Presiden Nomor 8O Tahun 2021 tentang
Kemente rian P er enc anaan P emb angunan Nasional I

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peratoran Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanazn Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perenc anaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

70. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional / Kepala Badan Perencan aan Pembangunan Nasional
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Ke$a
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:...
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Menetapkan

PERTAMA

KETUJUH

KEDELAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

+--
RR. Rita Erawati

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
KEPALA BADAN PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARTA

MEMUTTISI(AN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KXPT/TUSAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT NOMOR
KEP. 105/M.PPN / HK/ 06 / 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH TRADE SUPPORT
FACTLTTY$sN.

Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Proyek
Hlbah Trade Suppo Facility (15il, untuk selanjutnya disebut
dengan Tim Koordinasi TSF, dengan susunan keanggotaan
x.bagaintana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang diperlukan dalam rungka pelaksanan tugas
Tim Koordinasi TSF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja NeSara Kementerian Perencanaaa Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun
Anggaran 2022.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 7 Juni 2022.

Ditetapkan di Jakafta
pada tanggal 74 September 2022

nd



SALINAN
LAMPIRAN
KEPI]TUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 S4IM.PPN / HK/ 09 / 2022
TANGGAL 14 SEMEMBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PRO}TK HIBAH TRADE SUPPORT FACTLTTY $SF)

A. TIMPENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Direktur Jender al Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko, Kementerian Keuangan.

1. Sekretaris Kementerian PPN/Selaetaris
Ulama Bappenas.

2. Deputi Bidang Pendanazn Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.

3. Sekretaris Jenderal Kementerian
Perdagangan.

4. Direktur Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional, Kementerian
Petdagangan.

5. Direktur Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga,
Kementerian P er dagangan.

6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri, Kemente rian Per dagangan.

7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

8. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

9. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi Internasional, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM...



C TIM PELAKSANA

Dukungan Area Prioritas I

Ketua

Anggota

Kebijakan Perdagangan dan Investasi termasuk
FIA/CEPA.

Direktur Perdagangan., Investasi, dan
Kerjasama Ekonomi Internasional,
Kementerian PPN/Bappenas.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional,
Kementerian Perdagangan.

2. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan
Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko, Kementerian
Keuangan.

3. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat

lenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
fu siko, Kementerian Kewangan.

4. Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan
Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

5. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perdaga.ngan Luar Negeri, Kementerian
Perdagangan.

6. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,

Kementerian Perdagangan.

7. Kepala Biro Perencanaan Program dan
Anggaran, Kementerian Investasi,/BKPM.

8. Kepala Bagian Rencana dan Program, Biro
Petencana.an,, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Perdagangan.

9. Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang
Energi, Perindustrian, dan Perdagangan,
Direktorat Anggaran Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman,
Direktorat Jenderal Anggaran,
Kementerian Keuangan.

10. Kepala Ba8ian Peny'usunan Program, Biro
Petencanaan Program dan Anggaran,
Kementerian Investasi/BKPM.

1.1. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan,
Biro Petencanaan, Program, dan
Anggar an, Kementerian Investasi/BKPM.

12. Direktur...
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Dukungan Ariea Prioritas 2

Ketua

Anggota

Dukungan Area Prioritas 3

Ketua

12. Direktur Pendanaan LD t Negeri,
Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.

13. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan
T ata l-aksana, Kementerian PPN/Bappenas.

14. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian
PPN/Bappenas.

15. Ir. Imarita Trlhanda, MS, Kementerian
PPN/Bappenas.

16. Dr. Ir. Maruhum, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas.

17 . Hillary Tanida Stephany Sitompul, S.HI,
Kementerian PPN/Bappenas.

18. Richard Lorenz Hasiholan Silitonga, SE,

Kementerian PPN/Bappenas.

19. Tuty Widyastuti, Kementerian
PPN/Bappenas.

Fasilitasi P er dagangan

Direktur PenSamanan Perdagangan,
Kementerian P er dagangan.

1. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor,
Kementerian P er dagangan.

2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Perdagangan.

3. Direktur Pendanaan Luar Negeri
Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.

4. P.N. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, M.Sc,
Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

5. Arianto Christian Hartono, SE, MA, Ph.D,
Kementerian PPN/Bappenas.

6. Fajar Hadi Pratama, ST, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas.

7 . Widyastuti Hardaningfyas, SE,

Kementerian PPN/ Bappenas.

Infrastruktur Kualitas Ekspor.

Direktur Standardisasi dan Pengendalian
Mutu, Kementerian Per dagangan.

1. Direktur Industri, Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif, Kementerian
PPN/Bappenas.

Anggota

2. Direktur ...
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Dukungan Area Prioritas 4

Ketua

Anggota

D. TENAGAPENDUKUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

2. Direktur Perencanaan Makro,
Kementerian PPN/Bappenas.

3. Deasy Damayanti Putri Pane, ST7 MT,
Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

4. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian
PPN/Bappenas.

5. Firdaussy Yustiningsih, STP, ME,
Kementerian PPN/Bappenas.

6. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM,
Kementerian PPN/Bappenas.

Hak Kekayaan Intelekhral, khususnya lndikasi
Geografis.

Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

1 . Direktur Merek dan lndikasi Geografis,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Hukunr dan Hak Asasi Manusia.

3. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan
Kekayaan Intelektual, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Kepala Biro Hukum, Kementerian
PPN/Bappenas.

5. Kepala Biro Umum, Kenlenterian
PPN/Bappenas.

6. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc,
Kementerian PPN/Bappenas.

7. Muhammad, Nizar Rafif, A.Md.Kb.N,
Kementerian PPN/Bappenas.

2. Mthammad, Ncky Arzaaq, A.Md.Kb.N,
Kementerian PPN/Bappenas.

ttd

RR. Ri
*'taffiiE

SUHARSO MONOARFA


